BUPATI SAMOSIR

PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR f/ TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 45 TAHUN 2023 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN
PEMBANTU DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU UNIT KERJA
PUSKESMAS PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN

Menimbang:

Mengingat

a.

KABUPATEN SAMOSIR
BUPATI SAMOSIR,

bahwa untuk menindaklanjuti Surat Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Samosir Nomor : 900.1.3.5/067/DINKES, Perihal :
Usulan Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara
Penerimaan Pembantu Unit SKPD pada Dinas Kesehatan
Kabupaten Samosir, sehingga dipandang perlu untuk mengubah
Lampiran Keputusan Bupati Samosir Nomor 45 Tahun 2023
tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Pembantu dan
Bendahara Pengeluaran Pembantu Unit Kerja Puskesmas pada
Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten
Samosir;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang
Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Samosir Nomor 45
Tahun 2023 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan
Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Unit Kerja
Puskesmas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas
Kesehatan Kabupaten Samosir.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4346);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor S5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);




10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan
Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4456);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5256);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem
Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 193);

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional
Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021
tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun
2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi
Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 125);

Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2021
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah
Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Sam081r
Tahun 2021 Nomor 41 Seri D Nomor 31);

Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2022
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2022 Nomor 6 Seri E Nomor
41);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang
Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti
Rugt Keuangan dan Barang Daerah;
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Menetapkan :

KESATU

KEDUA

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang

Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk
Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional
Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah
Daerah;

19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang

Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 tentang

21.

Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan
Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 936};

Keputusan Bupati Samosir Nomor 29 Tahun 2023 tentang
Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja
Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir.

MEMUTUSKAN :

Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Samosir Nomor 45
Tahun 2023 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan
Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Unit Kerja
Puskesmas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas
Kesehatan Kabupaten Samosir.

Perubahan Atas Lampiran Sebagaimana dimaksud pada Diktum
KESATU adalah :

- Nomor urut 4 Kolom 2, atas nama Imelda Friska Naro Marbun
NIP. 19790614 200502 2 002, jabatan sebagaimana dimaksud
pada kolom 4 diganti dan diubah menjadi atas nama NITA SARI
SIRAIT (Pengatur, II/c) NIP. 19990801 202203 2 016 sebagai
Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Puskesmas Mogang.

-Nomor urut 7 Kolom 2, atas nama Ernawati Limbong NIP.
19920308 201505 2 003, jabatan sebagaimana dimaksud pada
kolom 4 diganti dan diubah menjadi atas nama LUSI YANTI
SIMANJUNTAK (Penata Muda, 1II/a) NIP. 19890824 201504 2 001
sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Puskesmas
Onan Runggu.

-Nomor urut 10 Kolom 2, atas nama Rugun Hutahaean NIP.
19730526 199403 2 002, jabatan sebagaimana dimaksud pada
kolom 4 diganti dan diubah menjadi atas nama May Susi Purba
(Pengatur, II/c) NIP. 19910525 202203 2 009 sebagai Bendahara
Pengeluaran Pembantu pada Puskesmas Ambarita.

- Nomor urut 12 Kolom 2, atas nama Juwita Armaida Pane NIP.
19771129 200904 2 001, jabatan sebagaimana dimaksud pada
kolom 4 diganti dan diubah menjadi atas nama ULIBASA
AGUSTINA SIHOMBING (Pengatur, II/c) NIP. 19950821 202203 2
008 sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Puskesmas
Sirait.

-Nomor urut 13 Kolom 2, atas nama Romarta Gurning NIP.
19841212 201704 2 006, jabatan sebagaimana dimaksud pada
kolom 4 diganti dan diubah menjadi atas nama MARTUANI
PUTRI BUNGSU. (Pengatur, 1I/c) NIP. 19960216 202203 2 007
sebagai Bendahara Penerimaan Pembantu pada Puskesmas
Limbong.



-Nomor urut 14 Kolom 2, atas nama Dew: K. Sitorus NIP.
19860314 201001 2 030, jabatan sebagaimana dimaksud pada
kolom 4 diganti dan diubah menjadi atas nama Romarta Gurning
(Pengatur, II/c) NIP. 19841212 201704 2 006 sebagai Bendahara
Penerimaan Pembantu pada Puskesmas Buhit.

-Nomor urut 17 Kolom 2, atas nama Soneta Sagala NIP.
19911122 201903 2 011, jabatan sebagaimana dimaksud pada
kolom 4 diganti dan diubah menjadi atas nama IDA ROHANI
LUMBAN GAOL (Pengatur, II/c) NIP. 19950616 202203 2 008
sebagai Bendahara Penerimaan Pembantu pada Puskesmas
Tuktuk Siadong.

-Nomor urut 21 Kolom 2, atas nama Lersinde Purba NIP.
19790717 201001 2 024, jabatan sebagaimana dimaksud pada
kolom 4 diganti dan diubah menjadi atas nama WINDA APRILLIA
SARI SITANGGANG  (Pengatur, II/c) NIP. 19980415 202203 2
018 sebagai Bendahara Penerimaan Pembantu pada Puskesmas
Lontung.

- Nomor urut 24 Kolom 2, atas nama Desy Sianturt NIP. 19951230
202203 2 008, jabatan sebagaimana dimaksud pada kolom 4
diganti dan diubah menjadi atas nama Sonia br. Sipayung
(Pengatur, II/c) NIP. 19980106 202203 2 015 sebagai Bendahara
Penerimaan Pembantu pada Puskesmas Sirait.

KETIGA :  Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran
Pembantu yang mengalami pergantian melakukan serah terima
pekerjaan yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima
yang disampaikan kepada Bupati Samosir Cq. Kepala Badan
Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten
Samosir dan tembusan kepada Inspektur Daerah Kabupaten
Samosir

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2024
dengan ketentuan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal F et 2024

BUPATI SAMOSIR,

VANDI GULTOM

Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
2. Inspektur Daeralt Kabupaten Samosir di Pangururarr;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan
Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir;
PT. Bank Sumut Cabang Pangururan di Pangururan;
Kepala Puskesmas se-Kabupaten Samosir;
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